Menimbang:

Mengingat:

SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEL]I SERDANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
FPENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DENCGAN RAHMAT TUHAMN YAMNOG MAHA ESA

BUFATI DELI SERDANG,

a. bahwa kearsipan diselenggarakan sebagal upava menjamin
ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya schagai
alat bukti wyang syah dan merupakan dokumen
monumental, identitas dan jati diri daerah sebagai bahan
dalam pengambilan kebijakan pemerintahan,
pembangunan dan pertanggung jawaban  dalam
kehidupan bermasvarakat di Kabupaten Deli Serdang;

b. bahwa dalam rangks menjamin penyelamatan arsip
selbapal siunber informasi dan mendukung
penvelenggarean administrasi pemerintshan di daersh,
arsip harus dikelola, dipehhora dan dilestarikan guna
mendukung hak-hak keperdataan, peningksatan kualitas
pelayanan publilk serta  pertanggungjawaban  dacerah
secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;

¢. bahwa penyelenpggaraan kearsipan Kabupaten menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daersh Kabupaten vang
dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten Deli
Serdang berdasarkan Pasal 6 ayat (3] Undang-Undang
Momor 43 Tahun 2009 tentang KEearsipan,

d. bahwa berdasarksn pertimbangan sebapaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huraf e, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelengparaan

Kearsipar.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nepara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Dasrah  Otonom  Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
{Tambahan Lembaran Negara Tahun 1956);
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10.

i

12,

13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republilk
Indenesia Tahun 2008 Momor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008  lenisng
Keterbukaan Informast Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor $8446(;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Momaor 112, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
[Lembaran Nepara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 307 1);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (lenlang
Pembentukan Peraluran Perundanpg-undangan [(Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Momor #2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang MNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparalur
Sipil Negara (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun
2014 MNomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5404);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negare Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 30 2 Tahun 2014  tenlang
Administrasi Poemerintahan (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 MNemor 292, Tambahan Lembaran
Mepara Republik Indonesia Nomor S6401);

Undang-Undang MNomor 23  Tahun 2014 entang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Tabun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor S589)
schagaimana relah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah MNomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Megara Tehun 2012 Nomor
53 Tambahan Lembaran Nepara Nomor 5286);

Peraturan Pemerinleh Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinzaan g2 Pengawasan Penyelenpaaraar
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Takun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 6041};
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14, Peraturan Menteri Dalam Negpern Nomor 78 Toehun 2012
tentang Tals Kearsipan DM Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daecrah achagaimana telah diubah
dengan Peraturen Menleri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur MNegara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 fentang
Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubsh
dengan Peratruan Menteri Pendayagunaan Aparatar Sipil
Megara dan Reformasi Birokrazi Nomor 123 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negars dan Relormasi Birokrasi Nomor 48 Tahbun
2014 leniang Jabalan Fungsional Arsiparis;

16. Peraturan Keopala Arsip Nasional RI, Nomor 14 Tahun
2012 tentsng Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum
Pengelolaan Arsip Elekironik;

17. Peraturan Kepala Arsip Masional Nomor 24 Tahun 2012
tentang Materd Muatan Peraturan Daerah Tentang
Penyvelengearaan Kearsipan;

18, Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan darn Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Noemor 73, Tambahan Lembaran
MNepara Bepublik Indonesia Nomor 604 1];

19. Peraturan Dacrah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun
20116 Tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat
Daerah Kabupalen Deli Serdang sebagaimana telah diubah
dengan Peranuran Dacrah Kabupaten Deli Serdang Nomor
7 Tahun 2020 rtentang Perubahan atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Deli Serdang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG

dan

BUPAT] DELL SERDANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN.
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"KETENTUAN UMUM

Peasnl 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan -

1. Dacrah adalah Kabupaten Deli Serdang.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai
penvelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan BEakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantaan
denpan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Nepara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Bupari Deli Serdang, selanjuinya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur penyelenpgara Pemerintahan
Daerah vang memimpin pelaksanean urusan Pemerintahan vang menjadi
kewonangan dacrah otonom.

4. Dewan Perwakilan Eskval Dweerah yvang selamuinya disinglkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakvat Daerah vang berkedudukan scbapgai
unsur penyelenggara pemerintahan dacrah.

3. Organisasi Perangkat Dacrah vang selanjutnya disingkat OPD vang ada
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah unsur
pembantu  Bupati dan DPR[D dalam penvelenggaraan urasan
pemerintahan vang menjadi kewenangan dacrah.

6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang adalah OPD yang
melaksanakan tugas, funpsi dan tangeung jawab dibidang kearsipan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutmya
disebut Lembaga Kearsipan Daesrah disingkat LKD.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibasniu Perangkat Desa schagal
unsur penyelenpeara pemmerintabion desa,
Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai denpan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
vang dibuat dan diterima olch lembaga negars, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahasan, organisasi politik, organisasi
kemasvarakatan dan  perseorangan dalam  pelaksanaan  kehidupan
bermasyvarakat, berbangsa dan bernegara.

10. Arsip dinamis adalah arsip vang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertenma.

11. Arsip aktif adalah arsip vang [rekuensi penggunaannya tinggi dan/atau
1ErLS Menerus.

12. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

13. Arsip vital adalah arsip vang keberadaannya merupskan persyaratan
dasar bagi kclangsungan operasional pencipta  arsip, Ldak  dapat
diperbarii, dan tidak tergantikan apabila rusak alau hilang,

1. Arsip statis adalah arsip yvang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, ftelah  habis  retensinya,dan
berketerangan dipermancenkan yang telah diverifikasi baik  secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan fatau LED.

15. Arsip umum adalah arsip vang tidak termasuk dalam kategori arsip
terjaga.

e
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16. Arsip lerjaga adalah arsip negara vang berkaitan dengan hkelanpsungan
hidup hangsa dan ncgara vang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan
kesclamatannya.

17. Arsiparis adalah seseorang vang memiliki kompetensi dibidang keursipan
vang dipcrolch melalui pendidikan formal danfataun pendidikan dan
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab
melaksanakan kegiatan kearsipan.

18, Tenaga kearsipan adalah seseorang vang mendapat tugas di bidang
kearsipan serta mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan
kegiatan kearsipan.

19. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil kewenangan hukum
dan otorisas legal serta keberadean sarana bantu untuk mempermudah
ponemuan dan pemanfaatan arsip,

20, Perusahasan adalah setiap bentuk usaha vang melakukan kegiatan
dengan lujusn memperoleh keunmingan atau laba vang berbentuk badan
hukum vang didirikan dan/atau berkedudukan di Daerah.

2 1. Pencipta arsip adalah pihak vang mempunyai kemandirian dan oloriles
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan langgung jawab  dibidang
pengelolaan arsip dinamis.

22, Unit pengelah adalah samuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip vang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.

23, Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggarann kearsipan.

24, Jadwal Retensi Arsip vang selanjutnyva disingkat JRA adalah daftar yvang
berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atsu retensi, jenis arsip
dan keterangan vang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis
arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau  dipermanenkan  yvang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penvelamalan arsip.

25. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangen jumlah arsip dengan cara
memindahkan arsip inaktl dari unit pengolah ke unit kearsipan,
pemusnahan arsip vang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip
statis kepada LED.

26. Penyelengparaan  kearsipan adalah  keseluruhan kegiatan  meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolsan arsip dalam suatu
sistem  kearsipan daerah  yang didukung oeleh sumber daya
manusia,sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya.

27. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis
secara cfisien, efektf, dan sisiemalis meliputi penciptaan, penggunasn,
dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

25 Penpelolasn arsip stalis adalah proses pengendalian arsip stalis secara
efisien, efekrif, dan sistematis meliputi akuisisi, penpolahan, preservasi,
permanfaatan, pendayagunueasn, den pelayanan publik dalam suatu sisiem
Learsipan daerah,

29, Akuisisi arsip statis adalah proscs penambahan khazanah arsip stafis
pada lembaga kearsipan yvang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan
arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada LEKD.

30, Sistem Kearsipan Dacrah vang sclanjutnya disingkat SKD adalah sistem
yang membentuk  pola  hubungan  berkelanjutan dalam rangka
penvelenggaraan kearsipan dilingkungan Daerah.

L
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3 1. Sistemn Informasi Kearsipan Dinamis vang selanjulnva disingkat SIKD/
Sistem Informasi Kesrsipan Dinamis Terintegrasi disingkal SRIKANDI
adalah sistem informasi arsip veng dikembangkan dan dikelola oleh LED
yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan Dacrah.

32, Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya  disingkat
JIkD Jaringan  Informasi Kearsipan Nasional disingkat JIKN/ Sistem
Informasi Kearsipan Nasional disingkat SIKN adalah sistem jaringan
infortnasi kearsipan dan sarana pelavanan arsip di daerah vang dikelala
oleh LKD/Arsip Nasional RL

33, Daltar Pencarian Arsip vang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar
berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, baik yang telah
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh LKD dan dicari
oleh LED serta diumumkan kepada publile.

34, Dafrar arsip adalah dallar berisi data dan identitas arsip vang diperlukan
dulam penemuan dan penyusulan arsip.

35. Organisasi kearsipan adulah unit kearsipan pada pencipta arsip den LKD
yung melaksanakan kegiatan penvelengparsan kearsipan.

6. Pemeliharann arsip adalah kegiaran menjaga keuluhan, keamanan, dan
keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.

37, Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip
bagi kepentingan pengguna arsip vang berhak.

38, Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang
tersusun secara sistcmatis dan logis sesual dengan konteks kegiatannya
schingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi,
kesamaan jenis atau kesamaan masalah dar suatu unit kerja.

39, Program arsip vital adalah tindakan dan prosedur vang sistemalis dan
terencana  yang  bertujuan  wntuk  memberikan  perlindungan  dan
menyelamatlean arsip vital pencipte arsip pada saat darurat atau setelah
terjadi musibah.

). Retensi Arsip adalah janpka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan
terhadap suatu jenis arsip,

<4 1. Aurcntikasi arsip adalah proses pemberian tanda dan atau pernyataan
tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi vang
menunjukkan bahwa arsip yvang diautentikasi adalah asli atau sesuai
dengan aslinya.

42, Alih media arsip adalah transfer informasi dari rekaman vang berbasis
kertas ke dalam media lain dengan tujuan efisiensi.

4.3, Preservasi arsip adalah upayva perlindungan arsip vang dilaksanakan
dalam rangka menjamin kesclamalan dan kelestarian fisik arsip maupun
informasi arsip.

44, Bupervisi adalah peninjauan dan penilaian terhadap lembaga vang
disupervisi [obyek supervisi) untuk mengukur tingkat kualitas (performa)
pelaksanaan kacdah-kaedah kearsipan.

4 5. Central File adalsh tempat dan semua fasilitas untuk menvimpan arsip
aklif, vang ada pada setiap unit pengolah arsip aktif;

6. Pusat Arsip (Record Cenler) adalah tempat dan semua fasilitas vang
mempunyai desain khusus untuk menyvimpan arsip inakif vang ada pada
setiap OPD.

£]
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45 Depot Arsip adalah tempat dan semua fasilitss yang mempunyai desain
khusus untuk menyvimpan arsip statis, guna memenuhi kebunuhan
terhadap pelindungan arsip, serta menputamakan tupas pemeliborean
dlan perawatan arsip.

48, Masvarakat adalah perseorangan, perusashasan, orgenisasi  politk,
orppnisast kemasvarskaloan, dan organisesi profesi, badan usaha, dan
lembaga pendidikan.

49, Badan Usaha Milik Dacrah yang sclanjutnya disingkat BUMD adalsh
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
pemerintah Daerah melahai penyertaan secara langsung vang beraszal dan
kekavaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

BAB II
ABAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bugian Kesslu
Asmas

Pasal 2

FPenyvelenggaraan kearsipan dilaksanalkan berasaskan:
KEepastian hukum;
. keautentikan dan keterpercavaan;
keutuhan;
psal usul [prnople provenanrce);
piuran ash (prnciple of srgnal order;
keamanan dan keselamatan;
keprofesionalan;
keresponsifan;
keanUusipatifan;
keporusipaiifan;
pluntabalites;
kemanfantan;
caknesibilitas; dan
. kepentingan umum.

FETPomR Lt oE

5 B

Bagian Kedua
Maksud

Pazal 3
Perpturan Daerah i dimaksudkan untuk memberkan kepastian hukum dalam

penvelenggaraan kearsipan di dacrah  vang berkualitas, terintegrasi, dan
berkesinambungan schagai bagian dari penvelengraraan kearsipan daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Paszal 4

Penvelenggaraan Kearsipan bertujuan untulk ¢

a. menjamin  terciptanva arsip dari  kegiatan  vang dilakukan oleh
penvelenggaraan pemerintahan dacrah, BUMD, lembaga pendidikan,
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arganigasi  politik, organisasi kemasvarakatan dan perorangan, serta
Lembapa Kearsipan Daerah sebapul penvelengparsan kearsipun daerah:

b, mepjamin kelersediopnn arsip vang aulentik dan terpercava schagai alat
bukti vang sah;

. menjamin terwujudnva pengelolaan arsip yang handal dan pemanfoatan
arsip sesual ketenluan peraturan perundang-undangan;

d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak kcperdataan
ralcvat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
terpercaya;

e. mendinamiskan penvelenggaraan kearsipan daerah sebagai suaru sistem
komprehensifl dan terpadu;

f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung
jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegars;

. menjamin keselamatan asel daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politk,
budaya, pertahanan, scrta keamanan schagai identitas jati diri bangsa;

h. meningkatkon kualitas pelayanen  publik delam  pengelolaan,
pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercayazdan

L. meningkalkan parbsipas masyvarakal dalam penyvelenpparaan kearsipan
untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan karakier bangsa,

Bak 11
RUAMG LINGEUP

Pasal 5

(] R'I.I:l[lh lingkup Peraturan Daerah meliputi:

. Perencanaan, Penyelenpgaraan dan Penelapan Kebijakan Kearsipan;
. Pembinaan Kearsipatn;

Pengelolaan Arsip;

Organisasi Kelembagaan Penvelenpeara Kearsipar:
Pengembangan Sumbcrdaya Manusia;

Prasarana dan Sarana;

Bosialisas) Kearsipar;

Pengamanan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
Kerjasama Antar Daecrah;

Pendanaan dan Pembiayaar;

Layanan Kearsipan;

Pengendalian dan Pengawasan;

Organisasi Profesi dan Peran Aktif Masvarakar;
KEetentuan Larangan;

. Ketentuan Penyidikan;

p. Ketentuan Sanksi;

q. Ketentuan Pidana; dan

r. Kelentuan Penutup.

DRy R IFESAMR G T

2] Ruang hngkup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mehpull pemerintehean
daerah, BUMD, lembuega pendidiken, organisasi politik, organisasi
kcmasyarakatan dan perorangan.
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BAR IV
PERENCANAAN, PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN
KERLIAKAN KEARSTPAN

Pasal O

{1} Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan penyclenggaraan kearsipan
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerinteh Daerah
Mernyusin rencana penyvelenggaraan kearsipan.

(2] Rencana penyclenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Rencana Strategis Penyelenggaraan Kearsipan Daerah;
b. Bencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kearsipan Daerah.

Paszal 7

(1} Rencena Stralepis sebagmimana dimaksud delam Pasal 6 ayal (2) hauaf a
disusun unmik jangka walktu 3 {lima) tahun.

(2} Rencana Kerja Pemenintah Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga
Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat [2) huruf b dan
huruf ¢ disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pazal &

Dalam menyvusun Rencana Stratepis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
1], Lembaga Kearsipan dapat melibatkan instansi terkait;

Fazal @
Penyelenpparaan Kearsipan

[1] Penvelengparaan kearsipan daerah merupakan tangeungawakb
Poemerintahan Dacrah dan dilaksanakan olch LKD.

[2) Tanggungjawab penvelenggaraan kecarsipan dacrah schagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi kegiatan:
a. penetapan kebijakan;
b. pembinaan kearsipan;dan
¢. pengelolaan arsip.

Pasal 10

Poncrapan kehijakan kearsipan dacrah achagaimana dimalesod dalam Pasal 9
aval (2] hurul 8 melbpub bidang -

i. pembinaan;

. pengelolaan arsip;

pembangunan SIKD berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

. Organisasl;

pengembangan sumber daya manusia;

prasarana dan sarana;

perlindungan dan penvelamatan arsip;

e
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h. snsialisasi kearsipan;
i. kerjasamazdan
1- pendanaan,

BAB WV
PEMBINAAN KEARSIPAN

Pazal 11

(1] Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a kepada OPD, BUMD, Lembags Pendidikan,

Pemerintah Diesa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasvarakatan
o PErsCUrEIIERTL.

2] Pembinaan kearsipan sebapgaimana dimaksud dalam  aval (1)
dilaksanakan oleh LET.

(3 Pembinaan kearsipan melipati:

koordinasi penyelenggaraan kearsipan;

penyusunan pedoman kearsipan;

sosializasi kearsipan;

pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
kearsipan;

e, pendidikan dan pelatihan kearsipan;dan

f. perencanaan, pemantavan dan evaluasi.

=R~

4} Unit kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam
pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip.

5 Talam rangka perlindungan kKepentingan negara, dacrah dan hak-hak
keperdatasn masyarakat, LKD dapat bekerjs sama denpan instansi terkait
melakukan pembinaan kearsipan lerhadap lemboga swasta dan masyarakat
vang meclaksanakan kepentingan puhblilk,

BaB VI
PENGELOLAAN ARSIP

Pasal 12
(11  Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huraf b dilakukan

terhadap arsip dinamis dan arsip statis.

@1 Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat {1] menjadi
tanggung jawal pencipio arsip.

[} Pengelolaan arsip staris schagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi
Llanzsurge jawab LETY

Pasal 13
Pengelolaan Arsip Dinamis

(Il  ©OPD, BUMD, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi pelitik, organisasi
kemasyarakatan dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan pengelolaan arsip
dinamis untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penvelenggaraan kegiatan
sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bulkti yang sah.

i
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21 Pengelolaan arsip dinamis sebagaumana  dimaksud pada avar (1)
melipuati: '
a. Penoiptaan arsip;
k. pengeunaan don pemelibaraan arsipadan
¢, penyusutan arsip.

[3)  Pengelolasn arsip dinamis pada OPD, BUMD, Lembapa Pendidikan,
perusahaan, organisasi  poliik, organisasi  kemasvarskatan  dan
Pemerintah Desa dilaksanakan dalam suatu sistem keatrzipan daerah.

Pasal 14
Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis

[l)  Penciplaan arsip sebapaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
meliputl kegiatan:

A pembuialan arsip; dan

b. penerimaan arsip.

Pembuatan dan penerimaan arsip scbhagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta
sistemn klasifikasi keamanan dan akses arsip.

i3] Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistemn klasifikasi keamanan
dan akses arsip, ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip dan LEKD sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i Ketentuan lebih lanjut mensenai teta cara penciplaan arsip sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15
Pengrunaan dan Pemnelihoraan Arsip Dinamis

(1] Penppunsan arsip dinamis diperuntukkan bag kepenlngan pencipla
arsip.

i2] Kerersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggung jawab
pencipta arsip.

(3 Pimpinan wunit pengolah  bertanggung jawab terhadap ketersediaan,
penpslolasn, penyajian arsip vital, dan arsip akuf.

4| Pimpinan unit kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan,
pengolahan dan penvajian arsip inektif unmok kepentingan pengeunaaEn
internal dan kepentingan publik.

(2]  Dalamm rangks ketersediaan arsip uniuk kepentingan akses, arsip dinamis
dapat dilakukan alih media.

/Bl Ketentuan lebih lanjutl mengenad tata cora penggunaan arsip sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pagzal 16

(Il  Pejabat yang bertangpung jawab dalem kematan kewilayahan, perbatasan,
perjanjian, kontrak kerja dan masalah Pemerintahan Daerah vang
strategis sebagaimena dimeksud dalam  Pasal 15 ayat (2] wapb
memberkaskan, melaporkan dan menyerahkan arsipnva kepada LED.

[2] Pemberkasan dan pelaporan arsip sebagaimana dimaksud pada avat (1),
wajib dilalukan paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kegiatan.

[31 Arsip yang tercipta pada Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan
Pasal 15 ayvat [2), wajib diserahkan pada LKD dalam bentuk salinan
autentik dari naskah asli paling lama 1 (satu] tahun.

|41 Pejabal yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
vang kegiatannya berlangsung sebelum berlakunys Peraturan Daersh inid,
tanpgpung jawabnya menjadi tanggung jawab pimpinan instansi vang
bersanskutan.

in,  Ketentuan lelnh lanjut mengenai tata cara pemberkasan, pelaporan dan
penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dislur delam
Peraluran Bupal.

Pasal 17

il] Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila
arsip dibuka untuk umum dapat:
a. menghambat proses penegakan hukum;
bh. menggangeu kepentingan perlindungan hak atas kekavaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak schat;
. membahayakan, pertahonan dan keamanan negars;
d.  mengungkapkan kekayaan alam daerah yang masuk dalam kategori
dilindung kerahasiannys;
2. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f.  merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
#. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada vang berhak
secars hulkum;
h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;dan
mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menuruat
sifatnyva perlu dirahasiakan.

[=T]

2]  Pencipta arsip wajlb menjaga kerahsasizan arsip tertutup sebapaimana

dimaksud pada avat (1).

3] Pencipra arsip wajib  menentukan prosedur  berdasackan  standar
pelayanan minimal serta menyediakan  fasilitas unmuk  kepentingan
pEnggua arsip.

Pasal 18

{1} Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan untuk menjaga autentisitas,
keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip,
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27 Pemehhsraan arsip dinamis meliput pemelibaraan arsip vical, arsip aktif
dan arsip inaktif, baik vang termasuk dalam kategor arsip Llerjaga
MAaupun arsip umum.

i3 Pemeliharaan arsip dinamis dilakubkan melalui kegatan:

a.  pemberkosoan arsip aklil;
b. penataan arsip inakrif;
€. ponyimpanan arsip;dan
d, alih media arsip.

4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan  arsip,

sebagaimana dimaksud dalam avat (3], diatur dengan Peraturan Bupati.,

Pasal 19
i1} Pemeliharaan arsip akf dilakulksan melalul kegiatan pemberkasan dan
penvimpanan arsip,

2l Pemeliharaan arsip inaktif dilakkukan melalui kegiatan penataan dan
ponyimpanan.

Pasal 20
i1l  Pemberkasan arsip aktil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat [(3)
huruf a dilakukan terhadap arsip vang dibuat dan diterima,

i2} Pemberkasan arsip aktil sebappimana dimaksud pada awvat (1)
dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip.

i3 Pemberkasan arsip aktl menghasilkan tertatanva fisik dan informasi
arsip serla lersusunnyve dallar arsip.
i1 Dallar arsip akil terdic atas dafier berkas dan daftar izi berkas.

i5)  Kerentuan Ichih lanjut mengenai daftar berkas dan daltar isi  berkas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] diatur dengan Peraturan Bupati.

Paszal 21

{1} Penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
hurul b dilakukan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli,
{2} Penatsan arsip inaktif pada unit kearsipan dan  unit
pengalah dilaksanakan melalhal;
a. pengaturan fisik arsip;
b. pengolahan informeasi arsip;dan
o penvusunan daftar arsip inaletif,
13 Daftar arsip maekol disusun oleh unit pengolah setiap tahun dan
disampaikan kepada unit kearsipan disertai berita acara.

4 Ketentuan lebih lanjut mengenai penatsan arsip inaktif sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasgl 22

i1l Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayar (3] hurul
o dilakukan lerhadap arsip ekil den makiil vang telah disusun dalam
daftar arsip.

i2] Penyimpanan arsip aktif dan inaktif schagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan  informesi  arsip

selama janpka wakiu penvimpanan arsip berdasarkan JRA atau  nilai
Euna,

Pasal 23
(1]  Arsip dinamis dapal dilakukan alih media sebagaimana dimeksud dalaim

Pazal 18 ayart (3) huraf d sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2] Alh media arsip sebagaimaona dimaksud pada avat (1] dilaksanakan
dalam herhagai bentuk dan media scsuai kemajuan reknologi informasi
dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasel 24

it] Alih media arsip dinamis dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi
arsip dan nilai informasi.

(2 Alih media sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghasilkan arsip
dinamis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau media lainnyva

sesunl dengan ashinya.

i3]  Arsip yang dialih mediakan tetap disimpan untuk kepentingan hulkum
berdasarkan ketentuan peratiran perundang-undangan.

i4] Alih media arsip dinamis diautcntikasi olch pimpinan penciple arsip
dengan memberikan tanda tertentu yang dilekotkon atao terkait dengan
arsip hasil alih media.

i5] Pelaksanaan alih media arsip dinamis dilalkukan dengan membuat berita
acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialih mediakan.

Bl  Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar arsip dinamis yang dialih mediskan paling sedikit memuat:

a. unit pengolah;

b. nomor ueat;

C. jenis BrEip;

cl.  jumlah arsip;

g, kurun waktu; dan

. keleranpan.

Pagal 25
Penyusutan Arsip

i1} Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2] huruf ¢,
dilaksanakan oleh pencipta arsip.

14
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i2] Penyusulan arsip dilaksanakan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA
dengan memperhatikan kepentingan pencipla arsip serta kepentingan
masyvarakal, banpsa doen Negora,

i3] OPD, BUMD, Lembaga Pendidikan, dun Pemerninlah Desa wajib memiliki
JRAL

4] JRA sebagaimana dimaksud dalam ayvat (2] ditcetapkan Bupati setelah
mendapatkan persetujuan darl Kepala ANRL

5] Ketentuan lebih lanjut mengenai JRA sebagesimana dimaksud dalam ayat
14) sesuml ketentuan peraturan petrutidang-undangan,

Paral 26

i1l Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2] buruf c,
melipul -

a. pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;

b. pemusnahan arsip vang lelah habis retensinva dan tidak memiliki
nilai guna dilaksanakan scsuai ketcntuan  perafuran  perundang-
undangan; dan

c. penyverahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada LKD.

i2] Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip schagimana dimaksud
dalam avat (1) diatur dengan Peraturan Bupali.

Pasal 27

i1l Pemindahan arsip inaktif secbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a
dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip.

i2} Pemindahan arsip inaktfl sebagaimena dimaksud  dalam ayat (1)
dilalesanaloan melalui:
a. penyvelcksian arsip inaktif;
b. pembuatan daltar arsip inaktif yang akan dipindahkan; dan
¢. penataan arsip inaktfl yang akan dipindahkan.

i3] Pembuatan daftar araip inakrf yang akan dipindahkan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2] hurul b paling sedikit memuat:
a. Pencipta arsip;

b. Unit pengolah;

c. Nomor arsip,

d.  Kode klasifikasi;

e uralan informasi arsip;

f. kurun wakoo;

E. jumlah; dan

I keterangan.

4 Pemindahan arsip inakrif schagaimana dimaksod dalam ayvat (2) menjacdi
Langpung jawab pimpinan wunil pengolah.

50 Pelaksanaan Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayal
(4] dilakukan dengan penanda tanganan berita acara dan dilampirl daftar
arsip yang akan dipindahkan.

6] Berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagaimana
dimaksud pada avat (3) ditanda tangani oleh pimpinan unit pengolah dan
pimpinan unit kearsipan.
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Paszal 28

il] Pemusnshan arsip sebagsimans dimaksud dalam Pasal 26 hurul b

dilakukan lerhadup arsip vang:

a. tidak memiliki nilad puane;

b. telah habis retensinys dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan
JRA;

¢. bidak ada peraturan perundang-undangan vang melarang;dan

d. tidak berkaitan dengan penvelesaian proses suatu perkara.

2] alam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), retensinya ditentukan kembali cleh pimpinan
pencipta arsip,

[3] Pemusnahan arsip sechagaimana dimaksud pada awvar [1)  wajib
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[41 Pemusnahan arsip schagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2)
menjadi tanggung jawab pencipta arsip vang bersanglkutan.

[3) Pelakssnasn pemusnahan arsip di lingkungan  Pemerintah  Dacrah
schagaimana dimaksud pada ayat (1], menjadi tanggungjawab LED,

Pasal 2%

11 OFL, BUMD, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi  kemasyarakatan dan  Pemerintah  Desa  berkewajiban
menyerahkan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huraf ¢
kepada LKD.

[21  Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakulean
terhadap arsip yang
. memilik mlal guna kesejarehan;
k. telah habis retensinya; dan/atau
v. berkeleranpsn dipermanenkan sesuai JREA atau nilai guna.

{31 Penverahan arsip stalis sebagaimena dimeksud pada ayvet (2] menjadi
Langpung jawab pimpinan pencipla arsip.

{4/ Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat {2),
arsip vang tidak dikenali penciptanya atau karcna tidak tercantum dalam
JRA dan dinyvatakan dalam DPA oleh LKD dinyatakan sebagai arsip statis.

Pasal 30

{1}  Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada LKD harus
merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunekuan.

i2) Dalam hal arsip statis vang diserahkan tidak autentik maka pencipla
arsip melakukan autentikasi.

i3 Apabile pencipte arsip bdak melokukan aulentikasi
sebapaimana dimaksud pede evel (2) LKD berhak menolak penyerahan
arsip statis.

4| Dalam hal arsip statis yvang tidak diketahui penciptanva, autentikasi
dilakukan oleh LED,

i
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Pasal 31
Program Arsip Vital

(1] Pemehharaan arsip vital dilakukan denpan menyvusun prograomn arsip vital.

2 OPD, BUMD, Lembaga Pendidikan dan Pemernntah Desa wajib membuat
program arsip vital,

(3] Propgram arsip vital sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilaksanakan
melalul kegiatan:
a. identiikasi;
b. perlindungan dan pengamanan;dan
e penyelamatan dan pemuliban.

(4] Ketemtuan Iebih lanjut mengenai program arsip vital diatur
dalam Peraturan Bupafi sehagaimana dimaksud dalam avat (3] ditetaplkan
aleh pimpinan pencipta arsip seauai ketentuan perundang-undangan.

Pusal 32
Pengelolaan Arsip Stats

(11 Pengelolaan arsip statis dilakukan oleh LED,

2] Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamartan arsip
sebagai pertanggung jawaban dacrah bagi kehidupan bermasvarakat,
berbangsa dan bernegara.

(3] Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. akuisisi arsip statis;
h. pengolahan arsip statis;
2. preservast acsip stalis; dan
d. akues arsip slalis.

Pagzal 33
Akuisisi Arsip Statis

(1] LKD melaksanakan akuisisi arsip stalis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (3) huruf a dari pencipta arsip.

i2] Akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi arsip
statis yang telah diverifikas! secara langsung maupun tidak langsung,

i3] Dalam melakukan akwisisi arsip statis, LKD wajib membuat DPA vang
meliputi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat [2). dan
menyampaikannya kepada pencipla arsip.

iM] DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memusl:
Pencipta arsip;

Muomuor arsip;

kode klasifikasi;

uraian mmformasi arsip;

kurun waktu;

jumlah arsip;dan

»  keterangan.

T o
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(3l Setap instansi vertikal, lembapa pendidikan, perusahaan, organisasi
politik dan organisasi kemasyarakatan serta perorangan yang memiliki
alau menyimpan arsip slals sebogaimana dimalksud pada avat {3) wajib
menyerahkan kepada LKD berdasarkan syarat-syarat vang ditetsplan
dalam penpumuman DPA,

Pazal 34

11} Pelaksanaan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayvat (3) hurul a wajib dituangkan dalam berita acara serah terima dan
daftar arsip statis.

i2] Berita acara serah terima arsip staris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatanpam oleh Kepala LED dan pimpinan pencipta
arsip, perseorangan atau pihak veng mewakili,
i3 Berita acara serah terima arsip stotis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
paling sedikit memuat:
a. waktu serah terifng;
b. tempat;
. jumlah arsip;
d. tanggung jawah dan kewajihan para pihak;dan
2, tanda tanpan para pithak.

i Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada avat (1) disusun oleh
pencipta arsip paling sedikit memuat;
a. Pencipta arsip;
b. Nomor arsip;
c. Kode klasifikasi;
d.  uraian informasi arsip;
L ]
E

Lkurun wakiu;
jumlah arsip;dan
Eeterangan,

f

Pasal 35
Pengolahan Arsip Statis

11 Pengolahan arsip statis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (3]
huruf b, dilaksanakan berdasarkan asas asal-usul dan asas amuran asli
serta standar deskripsi arsip statis.

[2] Pengelahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan;
s, menata informeas: arsip statis;
b, menata fisik arsip staris;dan
C. penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis.

[} Sarane bantu penemuan kemball arsip stabs  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hurnaf ¢ meliputi guide, daftar arsip statis dan invenlans
ECEIp.

(4] Daftar arsip statis scbagaimana dimaksud pada ayal (3] paling sedikit
el
A. pencipta arsip;

b. nomor arsip;
. kode klasifikasi;
o

uraian informasi arsip;

I8
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e, kurun waktu;
f. jumlah arsip;dan
g.  keterangan.
iy Ketentuan lebih languol mengenzai penpelehan arsip stebs sebogoimeana
dimaksud dalam avat (2] diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Prescrvasi Arsip Statis

{1} Preservasi arsip statis scbagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
huruf ¢ dilaksanakan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip
statis.

12} Preservast arsip statis scbagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
secala preventl dan kuratif,

i3] Preservasi arsip statis dengan cara preventit dilakukan dengan:
A,  penvimpanan;
b.  penpendalian hama terpadu;
. reproduksi;dan

d. perencanaan menghadapi bencana.

i4] Preservasi arsip statis dengan cara kuratif dilakukan melalui perawatan
arsip statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung
dalam arsip statis.

Pasal A7

(1] Pelaksanaan proscrvas] arsip atatis melaha penyimpanan ﬂnhagﬂimana
dimaksud dalam Pasal 2322 aval (3) horaf o dileksanakan dengon
penyediaan prasarana dan sarana yang scsuai dengan standar yang
diterniukan.

[4] Pelaksanaan preservasi arsip statis melaluil pengendalian hama terpadu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayvat (3) huruaf ¢ dilaksanakan
dengan pencegahan, pembasmian jasad renik dan organisme perusak
arsip.

[3] Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui reproduksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 avat (3} bhumuf ¢ dilaksanakan  dengan

melakuken alih media.

4] Pclaksanaan preservasi arsip statis melalui perencanaan menghadapi
bencana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huraf ¢

dilaksanakan dengan perlindungan dan penyvelamatan arsip dari bencana.

Pasal 34

11 Alih media arsip statis dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip
dan nilai informasi.

[21  Alih media schagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghasilkan arsip
statia dalam bentuk dan media eleltronik dan/atau media lainnya scsuai
dengan aslinya.

14
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(3} Arsip stubis vang diahh mediskan elap disimpan unook kepentingan
pelestarian dan pelayanan arsip.

Ml Arsip statis vang dialih mediankon tetap disimpan untuk kepentingan
hukum berdasarkan keleniuan peraturan perundang-undarng:an.

5] Alih media arsip statis diautentikasi oleh pimpinan LED.

i6] Pelaksanasn alih media arsip statis dilakukan dengan membuat berita
acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialih mediakan.

(7| Berita acara alih media arsip statis paling sedikit memuat;
a. Waktu pelaksanaan;
b. Tempat pelaksanaan;
. Jenis media;
d.  Jumlah arsip;
e. ketorangan tentang arsip yang dialih mediakan;
[ keterangan proses alibh media vang dilakookar;
g. pelakranaan;,dan
h. penandelanzanon oleh pimpinen lembaga kearsipan,

Pasgal 39
Akses Arsip Slals

Alkses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat (3) huruf d
dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan
publilc.

Pasal 440

(1] Akses arsip statls untuk kepenbngan pengeuna arsip cdifasilitasi alch
LELY.

2] Untuk memfasilitasi kepenringan akscs arsip statis, LKD menvedialean
prasarana dan saransd.

(3} Akses arsip statis dilaksanakan dengan mempertimbanglkan:
a. prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip statis;dan
b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4] Akses arsip statis dapat dilakulkan secara manual dan/atau elekrronik,

Pasal 41
(1] Apabila akses terhadap arsip statis yvang berasal dari pencipta arsip
terdapar persyaratan tertenou, akses dilakukan AECELIE] dengan
perayaratan dari pencipta arsip vang memiliki arsip lersebut.

2]  Persvaratsn lertentu sebapaimana dimaksud pada avat (1), hatus sesuai
denpgan kelentuan peraturan perundoeng - undaogan.

Pasal 42
Autentilkasi Arsip

i1} Autentikasi arsip dilakukan terhadap arsip statis dan arsip hasil alih

media terhadap arsip dinamis dan arsip statis untuk  menjamin
keabsahan arsip.

20

Dipindai dengan CamScanner



2] Autenukasi lerhedap arsip slatis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh LKD.

(3 Ketentuan mengenai aufentisitas arsip sfatis yang tercipta secara
elekironik danfatau hasil ahibh medis sebopairnana dimaksud pada avat (L]
harus dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Faszal 43

(11 LKD berwenang melakukan autentikasi arsip statis denpan dukungan
pembuktian.

2]  Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian dan
integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan autentisites
suatl arsip statis, LKD harus didulkung peralatan dan telknologi vang
memadai.

[4] Dalam menctapkan autentisites terhadap arsip hasil alih  media
sebagaimeana dimeksud pada ayal (2), LED dapal berkoordinas: dengan
pihak vang mempunyval kemampuan dan Kompetensi,

Mas=al 44

(1} Arsip vang lercipta dan kepislan penyelenpparaan Pemerintah Daerah
vang dibiayai menggunakan APBD dinyatakan secbagai arsip milik
daeerah.

(2} Arsip vang tercipta dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Provins: Sumatera Ulara vang diblaval mengsunakan APBD Provinsi
Sumatera Utara dinvatakan sebagai arsip milik daerah/Provinsi Sumatera
Mara.

(3] Arsip yang tercipta dari kegiatan penvelenggaraan Pemerintah R1/Nasional
vang dibiayai menggunakan APBN  dinvalsksn sebaged arsip  milik
dacrah /Arsip Nasional B

Pasal 45
Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

il] Pemerintah Daerah memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi informasi
dan komunikasi serta membuat JIKD agar penyelenggaraan kearsipan dapat
dilakssnakan efektifl dan skuntabel.

i2| Pemanfaatan dan pendavagunaan rteknologi informasi dan  komunikasi
schagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga
keamenan dan keselamaten informasi.

i3] Lembaga Kearsipan Dacrah membangun SIKD dan SIKS di Daerah.

i4} BIKD) dan SIKS schagaimana dimaksud pada ayat (3} dapal menjadi bagian
dar: SKN, SIKN, dan JIKN.

i5 Lembaga Kearsipan Daerah menjadi pusat SIKD dan JIKD  dalam
penyelenggaraan kearsipan dinamis perangkat daerah.

] Lembaza Kearsipan Daerah menjadi pusat SIEKES dan JIED dalam
penyvelenggaraan kearsipan statis lembaga kearsipan dacrah.

(7| OPD menjamin kemudahan, kecepatan dan ketepatan akses arsip bagi
kepentingan pengguna arsip dengan menggunakan peralatan teknologl
informasi dan komunikasi vang dilaksanakan sesuai konfigurasi pusat data
P,
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Bl Dalam koofiguras: pusal data wrsip dinermis, berlaku sistem akses arsip
terturup danfatau terbatas scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[9 Dalam konfipurast pusat data arsip statis di LKD, berlaku sistem akscs arsip
rerbaka,

Pasal 46

Penpgelolaan pusat data arsip terpusat pada LKD, terdiri dari :

a, pusal data arsip inakul yvang memiliki retensi paling singkat 10 [sepuluh)
tabun;

b. pusat data arsip vital;dan

¢. pusat date arsip statis.

Pasal 47

[l Dalam pemanfaatan arsip statia, LK menggunakan JIKD, unnak:
4. memadahkan akses dan pencaren seris penelusuran arsip stals;
b. meningkatkan pemberian lavanan ponggunaan arsipsatatis;dan
c. meningkatkan  penyvebar  luesan  dan pemeahaman pengeioshuan di

bidang kearsipan.

[2) Dalam rangka penyelenggaraan JIKD, LKD bekerja sama dengan OPD, BUMD,
Lembaga Fendidikan, perusahaan, OrgEnisas palitik, DrEanisasi
kemasvarakatan, Pemerintah Desa dan perorangan.

BAB VII
ORGANISAS] KELEMBAGAAN PENYELENGOIARA KEARSIPAN

Pasal 48

[1]  Organisasi Kelembagaan Penyelenggara Kearsipan Daerah terdini dari LKD
dan Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip:

21 Organisasi Unit Kearsipan pada Penoipla Arsip adalah umil pengolah acsip
pada OPD, BUMD, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah Desa,

[31  Organisasi Unit kearsipan =sebagaimans dimaksud pada avat {2), wajib
dibentuk oleh OPD, BUMD, Lembaps Pendidikan, perusahaan, orpganisasi
politik, organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah Desa,

[4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab
Drganisasi Unit Kearsipan sebagaimane dimaksod pada ayal (3], diatar
dengan Peraturan Bupati.

Pasgal 49

Unit Kearsipan pada pencipra arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 avat

(1], memiliki tugas:

. melaksanakan pengelolaan arsip inakelf dari unit pengelah di lingkungannya;

mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;

melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungannya;

mempersiapkan penyerahan arsip stalis oleh pimpinan pencipta arsip kepada

LED; dan

e. melaksanakan pembinaan dan pengevalussian dalam rangka penvelenggaraan
kearsipan dilingkungannva. .

fe D B S
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Pasal 50

il] Pencipta arsip bertangpung jawah lerhadap penyelenggaraan kearsipan
melalui LED dan pelaksanaannva dilakukan oleh uml kearsipan pada
MASINE-MAasing pencipta arsip.

(2] Unit kearsipan pada masing-masing pencipta arsip schagaimana
dimaksud pada avat (1), menjadi tanggung jawab sckretariat pada OPD,
BUMD, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan Pemerintah Desa.

Paszal 51

Unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) memiliki tugas:
a. mengalah arsip aktif;dan
b. menyerahkan arsip inaktf kepada unit kearsipan.

BAB VI
LEMBAGA KEEARSIPAN DAERAH

Pagal 52

i1l  Pemerintah Daerah wajib membentuk LKD.

iZ2] Pembentukan LEKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3] LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan
pengelolaan arsip statis yvang diterima dari:

i, Lingkungan Pemerintah Kabupaten (OPD vang terdin dari Sekretariat
Daerah, Sckretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah,
Kecamalan, dan Kelurahan|;

BUMI:

Pemerintah Desa;

Lembaga Pendidikan;
perusabiaan;

organisasi politik;

organisasi kemasyarakatan;dan
Perorangan,

RSO AR o

Pasal 53

Selain  kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3], LKD

memilikl tugas melaksanakan:

a,  pengelolaan wrsip inakul vang memiliki retensi sckurang-kurangnya 10
(m=epualuh) tabun yvang berasad dan OFPD, BUMD, Lembapa Pendidikan,
organisasl politik, organisasi kemasvarakatan, Pemerintah Desa dan
perorangan;dan

b. pembinaan kearsipan terhadep pencipta arsip di ingkungan O, BUMD,
Lembaga  Pendidikan,  perusahaan, organizasi politik, organisasi
kemasyarakatan, Pemerintah Desa dan perorangan.
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BAB IX
PENGEMBANGAN SUMBER NDAYA MANUSIA

Pasal 349

[l Pemerintah Dacrah menyoediakan sumbor daya manusia schagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdini atas arsipans dan sumber daya
manusia vang memiliki kotmpetensi dan profesionalisme di - bidang
kecarsipan,

[2] Pemerintah Daerah menvediakan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaluai:

a. penempatan pejabat struktural vang berkedudukan sebagai lenaga
manajerial vang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang
kearsipan;

b. penempatan arsipariz pada LED dan OPD;

. pengangkatan tenaga pengelola arsip dan Pegawai Negen Sipil di OPD;

d. dapat mengangkat sumber dave manisia non Pegawal Negeri Sipil
yvang memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan
sesual dengan kebutuhan dan kemampuan keuvangan daerah,

[3] Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan arsipars dengan
melalui upaya:

a. Pengadaan arsiparis;

b. pengembangan kompetensi dan  profesionalitas arsiparis melalui
penyelenggarasn, pengaturan serta pengawasan pendidikan dan
pelatihan kearsipan;

. pengaturan peran dan keduduken hukum arsiparis;

d. standar minimal jumlah arsiparis; dan

e. penyvediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber
daya kearsipan.

4 Kelenluan  lebibh  lamul mengenst  kedodukan hukum, kewenangan,
kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis, standar minimal jumlah
arsiparia dan penyediaan jaminan keschatan  sebagaimena  dimeksud
pada ayat (3), diatur dengan Pereturan Bupati.

BABE X
FRASARANA DAN SARANA

Pasal 55

Pemerintah  Daerah  mengembanpkan prasarana dan sarana kearsipan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dengan mengatur standar
kualitas dan spesifikasi sesusl denpgan ketentusn peraluran perundang -
undungan.

Pasal 56

11 LKD dan Pencipta arsip (OPD, BUMD, Lembaga Pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisas: kemasyarakatan dan Pemerintah Desa)
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 48 avat (2), wajib menyediakan
prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untuk
pengelolaan arsip.
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(2]  Prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliput gedung, rmangan dan peralacan,

i3] Persvaratan prasarana dan sarana sehagaimana dimaksud pada ayat (1]
mengatur  lokasi, konstruks: dan ata ruanpan pedung,  roangan

penvimpanan arsip serta spesifikas) perolalan pengelolaan arsip,

BAB XI
SOSIALISAS] KEARSIPAN

Pazal 57

(1] LKD menggiatkan sosialisasi kearsipan sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 10 huruf h dalam mewujudkan masyarakal sadar arsip.

i2]  Sosialisasi kearsipan sebagaimena dimaksud pada avat (1) diladoukan
melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta melalui
penggunaan herbagai sarana media komunikasi dan informas:.

(3 Sowmalisasi kearsipan sebagmmena dimaksud pada ayat (1] ditujukan
pada pencipla arsip.

M LKD dapal menvediakan lavanan informasi arsip, konsultasi dan
bimbingan bagi pengelolaan arsip masyarakat,

BaBR X1
PENGAMANAN, PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Pasal 58
i1} Dacrah menyvelenggarakan pengamanan, pelindungan dan penyelamatan
arsip sebapaimana dimaksud daleen Pasal 10 haraf g, baik terhadap arsip

yang keberadaannya di dalam maupun di luar daerah.

(2| [Dacrah secara khusus memberikan  pengamanan, pelindungan dan
penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan
dengan scjarah, pemerintahan, kependudukan, kewilayahan, perbatasan,
perjanjian kontrak ketja dan masalah-masalah Pemerintahan Daerah
vang strategis.

i3] Perjanjian kontrak kerja sebaganimana dimaksud pada avat (2), yang
berkaitan dengan pekerjaan umum dan bangunan, diserahkan salinan
autentiknya kepada LKD setelah kegiatan selesai.

i4] [Daecrah menvelenggarakan pengeamenan, pehindungan dan penyelamatan
arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari bencana
alaim, bencana sosial, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan vang
mengandung unsur sabotas:, spionase dan lerorisme.

(5] Penpamanan, pelndungsn dan penyelamaton arsip schagaimana
dimaksud pada avat (1) dan avat [2) dilaksanakan dan dikoordinasikcan
olch LKD), pencipta arsip dan pihak terkait.

6] Pengamanan, pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang
tidak dinyatakan sebapai bencana nasional dilaksanakan cleh pencipta
arsip dan LKD yang berkoordinesi dengan Lembaga Penanggulangan
Bencana Daerah.
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Pasal 59

(11 Dalam hal terjadi penggabungan danfatau pembubaran suatu OPD,
BUMD, Lembapa Pendidikan, Pemennieh Desa, perusehoan, orsanisasi
politik dan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Dacrah mengambil
tindakan untuk melakukan upaya penyelamatan arsip.

[2] Upaya penyelamatan arsip schagai skibat penggebungan dan/atau
pembubaran sebapaimana dirmaksud pade avat (1) dilaksanekan oleh
LET).

BAB XIII
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal a0

(1] Pemermlah Daerah melalu: LED  dapal melaksanakan  kerjasama
achagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huraf i dengan pencipta
arsip dibidang Kearsipan dengan:

a. kementeran ) lembags pemerniniah non kementerian;
Ir, instansi vertikal;

¢. lembapa atau badan di luar negeri;

d. pemerintah provinsi Sumaters Utara
¢, pemerintah provinsi lain,

f. pemerintah kabupaten /kota lain;

£ lembaga pendidikan;

h. badan usaha milik negara atau BUMD;
1. Orpamsast Sosial Politik;

j- Drganisas: Sosial Kemasyvarekataon;

k. perrusahaan; dan/artan

l. persesrangan.

(2] Thalamn hal penyelamatan arsip pemiliban uom, LED mcelakukan kerja
gama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Panitia
Pengawas Pemilthan Umum Kabupaten dalam penvimpanan arsip statis
penvelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD serta Pemilihan Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah.

(3} Dalam hal penyelamatan arsip vang terkait dengan pemberian hibah,
bantuan sosial atau bantuan keuangen Pemerintah  Daerah, LEKD
melakukan kerja sama dengan OPD terkait penerima hibah, penerima
bantuan sosial atau penerima bantuan keuangan dalam penyimpanan
arsip statis penyelenggaraan kegiatan tersebut.

(1] Ketentuan  lebih  lanjul  mengenar kerjasamea  sebagaimana dimakesud
pada ayval (1), aval (2) dan ayal (2 diatur dengan Peraturan Bupati dan
dileksanakan sesua denpan kelenluan peraturan perandang-undangan,

BAE XIV
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pazal &1

1) Pendanaan Penvelenggaraan Eearsipan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf j dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
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121 Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Avat (1), dapat berazal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;dan fatau
h. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

i3 Pendanaan penvelenggaraon kearsipan sebagaimana dirmnaksud pada ayat
(1) meliputi pendanaan untuk perumusan dan penctapan  kehijakan,
pembinaen kearsipan, pengelolaan arsip, penelittan dan pengembarnpan,
pengembangan sumber dayva manusia, penvelenggaraan pendidikan dan
pelatthan  kearsipan, penyediaan jaminan  keschatan,  tambahan
tunjangan sumber dava manusia kearsipan, serta penvediaan proasarong
dan sarana.

i Penyusunan program penvelengegaraan  kearsipan  dalam rangka
pengsjuan pendanaan scbagaimana dimaksud pada avat (3) menjadi
tangsung jawalb LKD dan unit kearsipan pada pencipta arsip sesuwal
dengan fungsi dan tugaznya.

Puasal a2

1) Pendanaan dalam rangka pelindungan dan penyelamatan arsip akibat
bencana menjadi tanggung jawaeb LKD dan pencipla arsip.

121 Pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), meliputi pencegahan
keruasakan arsip akibat bencana serta penvelamatan dan pemulihan arsip
akdibat bencana.

13 Pendanaan dalam ranpka pelindungan dan  penyelamatan  arsip
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dan ayat (2], diangearkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah aesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

LKD) dapat mengalokasikan pendanaan untuk penghargaan danfatau imbalan
kepada anppots masyarakat atau lembaga vang berperan aklil dualam kegialan
pelindungan dan penvelamatan arsip seria penyeraban arsip vang termasuk
dalam kategor DPA.

BAE XW
LAYAMAN KEARSIPAM

Paszal 64

il LKD melaksanakan Pelavanen kearsipan.
(Z Jeniz pelavanan jasa Kearsipan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:
a. pembusatan pedoman Penvelenggarasn Kearsipan;
b penelitian dan penelusuran sumber Arsip;
. pembenahan dan penataan Arsip;
d. peminjaman Arsip;
e. penyvimpanan Arsip;
f. alih media dan penggandaan Arsip,
£ pominjaman arsip;
h.konsultasi dan asistensi;
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1. publikasi Arsip;

k. perawatan dan reproduks: Arsip;

I, pembuatan sistemn Kearsipan berbasis teknologl informasi: dan

m. Bimbingan, pendidikan dan pelatihan Kearsipan.,

Untuk melsksanakan pelayanan jasa sebagsimana dimaksud pada ayal

(2}, LEKD meclakukan perencanaan, pemasaran, penvediaan anggaramn,

fazilitasi pelayanan,dan cvaluasi.

i} Dalam pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam avat (3] LED dapat
bekerjasama dengan lembaga profesional dibidang Kearsipan,

5] Pelaksanaan pelayanan jasa Kearsipan scbagaimana dimaksud dalam
avat (3] didasarkan pada perjanjian kerjasama dengan pengguna jasa.

6 LKD wajib memberikan layvanan jasa sesuai dengan perjanjian kerjasama
sebapaimana dimaksud pada ayat [5).

(7l Pengguna jasa wajib  mentaati perjanjian kegjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (b| vang disepakati dan/atau sesuai kerentuan yang
berlaku.

i LED melaporkan tentang kcuangan, kKincrja lavanan jasa Kearsipan
kepada Bupati 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran berjalan.

% Ketenmuan lebih lomjut  mengenar  sistermn, mekanizme dan prosedur
pemberian layanan jasa serta pertanggung jawaban pelaksanaan layanan
josa sebagasimana dimaksud dalam ayat (3} diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAR XV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Passl 65

Pengendalian kearsipan dilaksanakan oleh LKD melalai kegiatan pemantauan,
evaluas] dan pelaporan.

Pasal G

Pemeriniah Daerah melalul LKD melaksanakan penpawasan Penvelengearaan

Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Dinamis pada Lingkungan Pemerintah

Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, dan Penyelenggaraan Kearsipan maupun

Pengelolaan Arsip Statis pada LED.

Pelaksanaan pengawasan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesusl dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[31 Pengawasan Penvelenggaraan Kearsipan dinamiz pada Perangkat Daerah
schagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antars
LKED dengan Peranglat Daerah.

% Pengawasan Penvelenggaraan Kearsipan dan Pengelolaan Arzip Dinamis pada
Merangkat Dacrah dilakukan dengan caras
a. audit Kearsipan dinamis;

L. mnoniloring dan evaliasi;
. penilaian kinerja Penvelenggaraan Kearsipan, dan
d. koordinasi penvediaan fasilitas sarana Kearsipan.

I5) Pengawasan Penyelenpgaraan Kearsipan dan Penpgelolaan Arsip Statis di LED

dilakukan dengan cara:

a. audit Kearsipan statis;

k. tnonitoring dan evaluasi;

c. penilaian kinerja LKID); dan

1]
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d. konordinasi penyediaan fasilites sarena Pengelolaan Arsip Statis.

Pengawasan (Audit Kearsipan Internal) atas penvelenggarasn kearsipan di
linglkungan Pemerintah Daerah, dan Pemcrintah Desa, dilakuksn seliap tabuan
vang hasilnya dilaporkan kepada Bupali, dan dilaksanakan oleh Tim Pongawas
Kearsipan Internal yvang dibentulk oleh Bupati,

Hasil Pengawasan [Audit Kearsipan Internal] atas penyelenpparaan kearsipan di
lingkunpan Pemerintah Daerah menjadi salah satu poin penilaian Kinerja dan
pertimbangan untuk promosi jabatan,

Pengawasan atas penyvelenggaraan kearsipandilinglkungan BUMD dilaksanakan
aleh Batuan Penpawas [nternal BUMD.

Kerentuan lebih  lanjut mengenai  scandar, mekanisme den  prosedur
pelaksanaan pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6]
diatur dalam Peraturan Bupati.

i

o
| ¥

(5

%

BaAB XWVII
ORGANISASI PROFESI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pagal &7
{1} Arsiparis dapar membentuk organisasi profesi.

2} Pembinaan organisasi  profesi arsiparis  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), dilakukan pleh Pemerintah Daerah.

13} Ketentuan lebih lanjut mengenai crganisasi profesi arsipars sebagaimara
dimaksud pada avat (1), diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

(11 Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyvelenggaraan kearsipan.
2] Peran akul masvarakat diwojudkan dengan;

a. menciptakan, menvimpan dan melindunpl arsip atas kegiatan yvang dapat
mengakibatkan munculnyva hak dan kewajiban dalam rangka menjamin
pelindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelekiual
scrta mendukung ketertiban kegiatan penvelenggaraan Negara,

b. menyershkan arsip siatis kepada LKD;

c. melindungi dan menyclamatkan arsip dan tempat penyvimpanan arsip dari
bencana alam dan bencana sosial;

d. pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan
prosedur yang benar;

e, menggalang dan/atau menyumbangksn dana untuk penyelenggaraan
kearsipan;
f, menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip sesuai
denpan kompelensi vang dimilikinya,dan
g. menvelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesrsipan sesual dengan
kertentuan peraturan perundanp-undangarn.
i3] Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargasan kepada perorangan,
kelompok, lembags swasta dan masvarakat vang berperan akul dalam
kegiatan penyelenggaraan kearsipan.
i} Penghargann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk:
a. piagam;
b. bantuasn sarana kearsipas;
¢,  uang pembinaan.
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[3) Pemerintah dacrah dapat memberikan penghargsan kepada pencipta arsip,
arsiparis dan tenaga kedrsipan vang berprestasi dalam penyelenggaraan
kearsipan.

i) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat vang
berjasa dalam perlindungan dan peovelarmatan arsip.

BAR XVII
KETENTUAM LARANGAN

Pasal 69

Betiap orang dilarang:

a. menguasai danfatau memiliki arsip daerah

b. menyediakan arsip dinamis kepada pengpuna arsip vang tidak berhak;

c. uduk menjaga keutuhan, keamansn dan keselamatan arsip milik daerah;

d. tdak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan;

e fidak menjaga kerahasiaan arsip ternatap,

£ memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar;

2. memperjual belikan atau menverahkan arsip vang memiliki nilad gana
kessjarahan kepada pihak lain di luar vang telah ditentukan;dan

h. tidak mmenyverahkan arsip yvang tercipla dar kesiatan yang dibiavai dengan
anggaran negara dan anggaran dacrah,

BAB XIX
KETENTLAN SANKS]
Pazal ¥

Sanksi Administratif
1] Pejabat dan/atau pelaksana didalam arau diluar lingkungan OPD dan BUMD

vang melangpar ketentusn sebapaimana dimaksud Pasal 69 dikenan sanksi
acministratil,

[2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilingkungan OFD dan BUMD diatur dengan Poraturan Bupat.

[3) Pelaksanaan ketentuan sanksi administratif schagaimana dimaksud pada
aval (1) diluar OPD dan BUMD sesual kelentuan peraturan perundang-
undangan.
BAR XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pazal 71

[1} Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan  Pemerintah Daerah
diberl wewenang khusus sebagai Penyidik untuk meclakukan penyidikan
terhadap pelanggaran  ketentuan  dalam Peraturan Daerah  ind, dan
ketentuan sebagpimana dimaksud delam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

[21 Penvidik schagaimana dimaksud pada avat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat vang berwenang sesual dengan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,
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4 Wewenang Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat [1) adalah .

a. menerima, mencari, mengumpulksn dan meneliti keteranpan  atau
laporan berkenasn denpan pelunpparan kelentvan dalam Peramaran
Daerah ini apar keterangan aten laporan tersebut menjadi lengkap dan
1=las;

b. meneliti, mencarn dan mengumpulkan kelerangan mengenal orang
pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam  Peraluran Daerah
irii;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
zsehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam  Peraturan Daerah
ni;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan pelanggaran ketenmian dalam Peraturan Dacrah ini;

e, melakukan penggeledahan untuk  mendapatkan bahan bkt
pembukuan, pencatatan dan dokumen—dokumen lain serta melaliukan

penyilaan lerhadap bahan buki tersebul;

f. meminta bantuan tenaga shli dalam rangka pelaksanean tugas
penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini;

g. menvuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan  berlangsung  dan
memeriksa identitas orang dan/fatau  dokumen vang dibawa
sebagaimana dimaksud dalam huraf e;

h. memotret sescorang yang berkaitan denpgan pelanggaran  ketentuan
delam Peraturan Daerah ini;

i, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebapai
tersangka atau sakes;

menghentikan penyidilkan;dan

[

k. melakukan tndakan lain yvang perlu untuk kelancaran penyidilkan
terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerab ini memanat

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4] Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1] memberitahukan dimulainya
Penyidikan dan menvampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan vang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
berlalkou.

BAB XX1
KETENTUIAN PIDANA

Peasnl 72

il] Setiap orang vang melanggar ketentuan  scbapaimana  dimaksud
dalam Pasal 6% diancam pidana denpgan pidana kurungan paling lama &
{enam] bulan atau denda paling banvak Rp 50.000.000,00 (limapuluh
juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan.

{2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
pelanggaran.
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_ BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73
Peraturan Daerah ini mula: berlaku pada tanggal dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Darrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 18 Mei 202]

BUPATI DELI SERDANG,
Ttd

ASHARI TAMBLINAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
Ttd
DARWIN ZEIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG TAFHUN 2021 NOMOR 3

MOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEL] SERDANG PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3-55/2021)

sesuai dengan aslinya
YA BAGIAN HUKUM
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